


Desa adalah garis depan transisi energi Indonesia. Kesiapan mereka akan
menentukan apakah energi bersih menjadi sekadar slogan, atau jalan

menuju kemandirian bangsa



Inisiasi Energi Bersih Ketahanan Ekonomi

Kapasitas Pemerintah

Temuan Utama



Ringkasan Eksekutif

Transisi energi di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural. Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa (ETRI) menunjukkan bahwa
meskipun terdapat kemajuan dalam tata kelola desa, keberlanjutan inisiatif energi bersih dan kapasitas ekonomi lokal masih sangat tidak
merata antarwilayah.

Tanpa strategi yang mengintegrasikan transisi energi dengan pembangunan ekonomi desa, transisi energi berisiko tetap bersifat top-
down dan bias perkotaan.

Penurunan inisiatif energi
bersih

Banyak provinsi mengalami
kontraksi sejak 2021,
termasuk wilayah yang
sebelumnya progresif
seperti Jawa Barat, Jawa
Timur, dan Sulawesi
Selatan, menunjukkan
lemahnya kesinambungan
kebijakan energi terbarukan
di desa.

Ketahanan ekonomi desa
tidak merata

DIY, Sumatera Barat, dan
NTB memperkuat ekonomi
lokal melalui UMKM dan
pariwisata, namun banyak
wilayah agraris dan
Indonesia Timur masih
tertinggal dalam
kemampuan mendukung
transisi energi.

Kapasitas pemerintahan
desa meningkat tetapi
timpang

Perbaikan tata kelola dan
transparansi terlihat di
banyak daerah, namun
provinsi di Indonesia
Timur masih memiliki
kapasitas kelembagaan
yang rendah.

Adopsi energi surya lebih
kuat di sektor publik
daripada rumah tangga

Penerangan jalan desa
meningkat, sementara
penggunaan di rumah
tangga menurun akibat
biaya awal tinggi, minim
insentif, dan dominasi
subsidi energi fosil.
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Latar Belakang

Transisi energi tidak hanya bertujuan menurunkan emisi karbon, tetapi
juga memastikan akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat. Desa
memiliki potensi besar energi terbarukan, namun sering terabaikan
dalam kebijakan yang berorientasi pada industri dan kota. Padahal, desa
mandiri energi dapat memperluas akses listrik, membuka peluang
ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan terhadap krisis energi dan
bencana akibat perubahan iklim.

Desa adalah garda depan transisi energi, dimana masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Kalau desa punya kemampuan mengelola
transisi energi yang berkeadilan, maka keadilan ekonomi bisa diciptakan. 

Berbagai pengalaman di Indonesia menunjukkan potensi sekaligus
tantangan tersebut. Program PLTMH di desa-desa Nusa Tenggara sempat
meningkatkan produktivitas pertanian dan industri rumah tangga,
sementara panel surya komunal di Papua berhasil memperluas akses
listrik. 

Namun, banyak inisiatif ini tidak berkelanjutan karena minim dukungan
kelembagaan, pendanaan, dan perhatian kebijakan. Tanpa evaluasi total,
desa akhirnya hanya dijadikan lokasi proyek percontohan, bukan subjek
utama dalam agenda energi bersih.

Potensi Energi Desa

 Desa Terpinggirkan 
dalam Kebijakan Energi

 Program Energi Desa 
Tidak Berkelanjutan

 Perlu Evaluasi Kesiapan 
Desa
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Relevansi Indeks Kesiapan Transisi Energi di Indonesia
Indeks Kesiapan Transisi Energi 2026 mengulas beragam aspek untuk melihat sejauh mana progres transisi energi di Indonesia telah diterapkan di level

desa.

Kesiapan transisi energi desa diukur melalui tiga aspek utama yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan,
menggunakan data PODES 2021 & 2024.
Metodologi: Indeks disusun dengan Polychoric PCA agar sesuai dengan karakter data ordinal survei desa, sehingga hasilnya lebih representatif dan
robust.
Tujuan Analisis: Indeks ini memetakan dan membandingkan kesiapan transisi energi antarwilayah dan antarwaktu (2021–2024) untuk
mengidentifikasi dinamika dan kesenjangan kesiapan transisi energi di Indonesia.

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026



Gambaran Umum Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Secara nasional, Indeks Energy Transition Readiness (ETRI) menunjukkan arah yang cukup beragam antara 2021–2024. Beberapa provinsi mencatat
kemajuan signifikan, sementara sebagian besar lainnya justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa kesiapan desa dalam mendorong
energi bersih tidak merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan akses infrastruktur energi.
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026



DKI Jakarta memiliki capaian indeks sangat tinggi (kapasitas
fiskal dan posisi sebagai ibu kota dan pusat ekonomi menjadi
keunggulan Jakarta), sementara mayoritas Jawa berkategori
sedang. Sumatera menunjukkan capaian beragam, namun
sebagian besar provinsinya justru stagnan.

Kalimantan Timur dan NTB relatif menonjol, tetapi provinsi
Kalimantan lainnya serta sebagian besar Sulawesi hanya
berada di tingkat sedang atau rendah. Hal ini menandakan
potensi energi ada, tetapi tata kelola dan konsistensi program
masih lemah.

Hampir semua provinsi berada di kategori rendah hingga
sangat rendah, dengan Papua Tengah menjadi yang terendah
nasional. Faktor geografis, terbatasnya infrastruktur listrik,
dan lemahnya tata kelola desa menjadi tantangan utama di
wilayah ini.

Analisis 2024

Barat

Tengah

Timur
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
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Analisis perkembangan Clean Energy Initiatives Index (CEI) dari 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya dinamika signifikan antarprovinsi. Secara
umum, semakin tinggi nilai indeks maka semakin kuat inisiatif desa dalam mengembangkan energi bersih. 

Sebagian besar provinsi yang pada 2021 memiliki skor di kisaran 35–45 poin justru mengalami penurunan ke kisaran 25–33 poin pada 2024.

Inisiasi Energi Bersih Desa dan Kelurahan

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

DKI Jakarta (84,63) menjadi yang tertinggi melalui pemanfaatan PLTS rumah tangga, listrik untuk memasak, dan penerangan tenaga surya.
Papua, Papua Tengah, dan Kalimantan Barat, yang didorong oleh program elektrifikasi berbasis surya dan penguatan proyek PLTS.

Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan

Penurunan signifikan terjadi di banyak provinsi besar
Jawa Barat (45,29 → 31,0), Jawa Timur (43,5 → 33,3), dan DI Yogyakarta (57,71 → 43,3), serta sejumlah provinsi di Sumatera dan Sulawesi.



Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
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Pemanfaatan energi surya dan listrik di desa menunjukkan paradoks: sektor publik (penerangan jalan dan elektrifikasi) tumbuh pesat, tetapi adopsi
energi bersih di rumah tangga dan biogas justru menurun sehingga transisi masih bertumpu pada energi fosil. Pada saat yang sama, penurunan kelas
elektronika dan komputer berisiko menciptakan kesenjangan keterampilan yang melemahkan kesiapan desa dalam mendukung transisi energi.

Indikator Inisiasi Energi Bersih

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Perkembangan pembangkit listrik di Indonesia menunjukkan bahwa
peningkatan energi terbarukan masih relatif lambat dibandingkan
pembangkit berbasis BBM dan gas sepanjang 2020–2024. Kondisi ini
mencerminkan bahwa proses transisi energi di Indonesia belum
berjalan optimal. 

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan investasi, di mana
transisi energi membutuhkan sekitar US$235 miliar (Rp3.700 triliun)
untuk mendukung proyek energi bersih dan penurunan emisi
karbon. 

Ketidakpastian regulasi serta penurunan target bauran energi
terbarukan nasional dari 23% menjadi 17–20% pada 2025 juga turut
menurunkan minat investor.

Beberapa pemerintah daerah mulai menunjukkan komitmen mendorong energi terbarukan. Jawa Barat, misalnya, menargetkan bauran energi primer
mencapai 70,29% pada 2050 dan menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi. Namun, upaya ini berpotensi kurang efektif selama subsidi
energi fosil masih jauh lebih besar dibanding dukungan terhadap energi terbarukan. Kondisi tersebut menciptakan distorsi harga energi dan
melemahkan daya saing energi bersih, sehingga reformasi subsidi dan pengalihan insentif ke sektor energi terbarukan menjadi langkah penting untuk
mempercepat transisi energi.

Pengembangan Energi Terbarukan di Desa Berjalan Lambat
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Ketahanan Ekonomi Desa dan Kelurahan

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Desa yang memiliki sumber energi terbarukan lebih tangguh menghadapi
gangguan listrik saat bencana dibanding desa yang hanya bergantung
pada jaringan PLN.

Perkembangan 2021–2024 menunjukkan tren beragam
antarprovinsi
DI Yogyakarta mengalami peningkatan tertinggi (55,9 → 72,2), diikuti
Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB melalui penguatan UMKM,
pariwisata desa, dan digitalisasi ekonomi.

Ketimpangan wilayah masih terlihat
Provinsi di kawasan timur Indonesia dan daerah pemekaran Papua masih
memiliki ketahanan ekonomi desa yang relatif rendah, meskipun Papua
Tengah menunjukkan perkembangan awal yang positif.

Beberapa daerah stagnan atau menurun, seperti Aceh, Lampung,
Sulawesi Barat, serta penurunan tajam di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Tengah yang diduga terkait perubahan struktur ekonomi
dan pembangunan IKN.

Ketahanan ekonomi berperan penting dalam keberhasilan transisi
energi.



15

Desa Keliki: Inspirasi Swasembada Energi dan Pertanian Berkelanjutan

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Desa Keliki di Kabupaten Gianyar menjadi contoh praktik transisi energi
terbarukan di tingkat desa melalui kerja sama dengan Program Desa Energi
Berdikari Pertamina.

BUMDes berperan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan UMKM berbasis daur ulang, menunjukkan pentingnya kolaborasi
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mempercepat transisi energi desa.

Energi Surya Desa
Terdapat 8 titik solar photovoltaic (PV) berkapasitas 28 kWp yang
mendukung kebutuhan energi sekitar 1.200 kepala keluarga dan mampu
menurunkan emisi hingga 37.750 kg CO₂ per tahun.

Pemanfaatan untuk Ekonomi Desa
Energi surya dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, eco-village, dan
kegiatan agrikultur berbasis energi terbarukan.

Pengolahan Sampah dan Pertanian Berkelanjutan
Melalui TPS3R, desa mampu mengolah 3–4 ton sampah per minggu
menjadi kompos, serta menggunakan pompa air tenaga surya untuk
irigasi yang meningkatkan hasil padi hingga 8 ton per hektar.

Peran BUMDes dan Kolaborasi
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan

Provinsi dengan peningkatan signifikan:

Aceh: 74,6 → 89,0
Riau: 54,0 → 87,0
Gorontalo: 65,3 → 85,3
Bali: 50,3 → 81,3
DKI Jakarta: 60,0 → 79,3

didukung pengawasan desa, digitalisasi administrasi, dan
penguatan BUMDes

Provinsi relatif stabil:

DI Yogyakarta: 72,5 → 72,4
Jawa Tengah: 76,6 → 83,4
Jawa Timur: 68,2 → 83,2

tata kelola desa sudah relatif mapan

Provinsi dengan kapasitas rendah:

Papua Tengah: 5,8 (terendah nasional)
Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua
Barat Daya: 57–60
Maluku (66,0) dan Maluku Utara (63,1)
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Faktor Kunci Kapasitas Pemerintah Desa dalam Transisi Energi: Studi Kasus Aceh dan Papua

Provinsi Aceh mendapat indeks tertinggi yaitu 89 pada tahun
2024, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi yang masuk
dalam kategori “Sangat Tinggi” dalam kapasitas pemerintah.

Capaian Aceh didukung oleh ketersediaan sistem finansial
desa/lokal yang memadai,  tercermin dari 92,8% desa di
Provinsi Aceh yang telah memperbarui sistem finansial
mereka. 

Selain itu, dibandingkan dengan daerah lain, Provinsi Aceh
memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah. Data
menunjukkan bahwa hanya 4 dari 6.516 desa (0,06%) di Aceh
terdapat tindakan korupsi.

Aceh Papua

Alasan rendahnya indeks kapasitas pemerintah di Papua adalah belum
tersedianya sistem finansial desa/lokal dan tingginya tingkat korupsi. Misalnya
di Papua Tengah, 83% desa yang tidak memiliki sistem finansial dan 8%
lainnya memiliki sistem finansial yang tidak diperbarui. 

Tingkat korupsi tertinggi ditemukan di Provinsi Papua Tengah, dengan 51 dari
1.157 desa (4,22%) terdapat tindakan korupsi.
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Membaca Pola Sebaran dalam Transisi Energi

Berdasarkan Gambar 14, provinsi dengan Indeks Kesiapan Transisi
Energi yang lebih tinggi cenderung memiliki porsi sumber
pendapatan dari sektor post-industrial yang lebih besar. 

Secara deskriptif, pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan
struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi ke sektor pengetahuan
dan jasa bernilai tambah tinggi umumnya berada pada kelompok
dengan kesiapan transisi energi yang lebih baik. 

Karakteristik struktur ekonomi tersebut juga sejalan dengan
kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi yang relatif lebih tinggi,
yang tercermin dalam posisi capaian provinsi pada kedua indikator
tersebut

Catatan: Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan posisi relatif capaian antarprovinsi pada
kedua indikator tersebut, tanpa dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal. 
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Secara visual, terlihat kecenderungan searah antara kedua
indikator tersebut, di mana provinsi dengan skor ketahanan
ekonomi lebih tinggi umumnya juga memiliki skor inisiasi energi
bersih yang lebih tinggi. Namun, analisis ini bersifat deskriptif dan
tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan
kausal.

Sebagai ilustrasi, DKI Jakarta berada pada posisi dengan skor
tertinggi baik pada indeks ketahanan ekonomi maupun indeks
inisiasi energi bersih. 

Capaian ini mencerminkan transformasi struktur ekonomi, dari
yang sebelumnya lebih bertumpu pada sektor primer menuju
dominasi sektor industri dan jasa. Data BPS yang diolah
menunjukkan bahwa sekitar 98% sumber pendapatan masyarakat
DKI Jakarta berasal dari kegiatan perdagangan, industri, dan jasa.
Selain itu, seluruh keluarga di 267 kelurahan di DKI Jakarta telah
memiliki akses listrik.

Pola Sebaran Ketahanan Ekonomi dengan Inisiasi Energi Bersiha.

Catatan: Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan posisi relatif capaian antarprovinsi
pada kedua indikator tersebut, tanpa dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan
kausal. 
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Pola sebaran capaian provinsi pada indeks kapasitas pemerintah dan indeks
ketahanan ekonomi. Secara visual, terlihat kecenderungan searah, di mana
provinsi dengan skor kapasitas pemerintah yang lebih tinggi umumnya juga
memiliki skor ketahanan ekonomi yang lebih baik. 

Pola ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas institusional yang lebih
kuat cenderung berada pada kelompok dengan ketahanan ekonomi yang lebih
tinggi.

Pola Sebaran Kapasitas Pemerintah dengan Ketahanan Ekonomi b.

Pola Sebaran Kapasitas Pemerintah dengan Inisiasi Energi Bersihc.

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Pola sebaran capaian provinsi pada indeks kapasitas pemerintah dan indeks
inisiasi energi bersih. Secara visual, terlihat kecenderungan yang tidak searah,
di mana provinsi dengan skor kapasitas pemerintah yang lebih tinggi tidak
selalu diikuti oleh skor inisiasi energi bersih yang lebih tinggi. 

Pola sebaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan prioritas kebijakan, di
mana kapasitas institusional yang tinggi tidak otomatis tercermin dalam
capaian inisiasi energi bersih.

Catatan: Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan posisi relatif capaian antarprovinsi pada
kedua indikator tersebut, tanpa dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal. 
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Kapasitas Nyata Pembangkit Listrik

Struktur kapasitas nyata pembangkit listrik Indonesia sepanjang
2020–2024 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan
dalam arah transisi energi, dengan dominasi pembangkit fosil dan
kontribusi energi terbarukan yang stagnan. 

Porsi batubara yang hanya turun tipis dari 44,1% menjadi 42,7%
dalam lima tahun, sementara kapasitas pembangkit berbahan
bakar BBM dan gas justru meningkat dari 45,1% pada 2020
menjadi 47,2% pada 2024. 

Kapasitas energi terbarukan tetap berada di kisaran 10% tanpa
pertumbuhan berarti. Pola ini menegaskan bahwa tidak terjadi
pergeseran struktural dalam bauran kapasitas pembangkit, dan
bahwa ekspansi kapasitas baru masih didominasi teknologi
berbasis fosil, bukan energi bersih.

Bauran Energi

Dalam rencana bauran energi 2025 yang masih menempatkan batubara
sebagai sumber listrik utama dengan porsi yang sangat tinggi yaitu sebesar
66,4% (lihat Gambar 17.a). Hal ini menunjukkan bahwa agenda transisi
energi dalam jangka pendek belum berjalan secara substantif. 

Meskipun proyeksi bauran energi 2034 memperlihatkan peningkatan
peran energi baru terbarukan (EBT), batubara tetap mempertahankan
posisi dominan dengan porsi mencapai 47,1% (lihat Gambar 17.b),
sehingga ketergantungan terhadap energi fosil masih akan berlanjut dalam
jangka menengah. 
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Tantangan transisi energi Indonesia juga
berkaitan dengan belum meratanya akses
listrik. 

Kesenjangan akses listrik ini membuat upaya
meningkatkan pangsa EBT tidak hanya
menghadapi hambatan dari sisi suplai
pembangkit, tetapi juga dari keterbatasan
infrastruktur distribusi yang masih tertinggal
di berbagai wilayah khususnya wilayah Timur
Indonesia. 
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Hingga 2025, tercatat lebih dari 10 ribu lokasi yang
belum teraliri listrik PLN dengan kebutuhan investasi
mencapai Rp 42,26 triliun untuk mencapai elektrifikasi
penuh. 

Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan transisi
energi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjamin
akses listrik yang setara, karena transformasi menuju
energi bersih harus berjalan beriringan dengan
penyediaan layanan energi dasar yang inklusif.
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Paradoks PLTU: Akses Listrik, Kesehatan, dan Transisi Energi

Pengakhiran operasional PLTU mulai dibahas sejak terbitnya Perpres
No.112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi
terbarukan.

Namun, berjalannya waktu pemerintah tidak menunjukkan
keseriusannya untuk mewujudkan percepatan transisi energi di
Indonesia. 

Hingga kini wacana penonaktifan PLTU terus bergulir
tanpa arah meskipun telah dikeluarkannya Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta
Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor
Ketenagalistrikan. Melalui permen ini pemerintah
pun tidak mencantumkan daftar PLTU yang akan
dinonaktifkan. 
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Kabupaten Probolinggo (PLTU Paiton) bahkan berada pada
kategori Rendah (39,52)

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Dalam pembahasan yang beredar, muncul sejumlah nama PLTU yang akan dipensiunkan oleh pemerintah yaitu PLTU Suralaya,
PLTU Paiton, PLTU Ombilin, PLTU Cirebon, dan Pelabuhan Ratu.

Secara umum, masyarakat sekitar PLTU menyambut positif rencana ini karena PLTU dianggap tidak banyak mengakomodir kebutuhan masyarakat serta
minim tanggung jawab sosial, khususnya terkait pemenuhan hak kesehatan. 

Riset Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahawa polusi PLTU Suralaya menyebabkan 1.470 kematian setiap tahun dan
menimbulkan kerugian kesehatan hingga Rp14,2 triliun. 

Ironisnya akses listrik belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di sekitar PLTU. Misalnya, di Provinsi Banten terdapat 4.360 jumlah keluarga tanpa
akses listrik, padahal di wilayah tersebut beroperasi PLTU Suralaya dengan kapasitas 4.025 MW. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa
Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. 

Kota Cilegon (PLTU Suralaya) memiliki indeks kesiapan transisi
energi 57,59 (Sedang)

Kesiapan transisi energi wilayah sekitar PLTU masih rendah

Inisiasi energi bersih: 32,2 (Rendah)
Kapasitas ekonomi: 41,51 (Sedang)
Kapasitas pemerintah: 85,64 (Tinggi)

Inisiasi energi bersih: 31,63 (Rendah)
Kapasitas ekonomi: 61,21 (Tinggi)
Kapasitas pemerintah: 73,27 (Tinggi)
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Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Paradoks Transisi Energi di Kabupaten Buleleng (PLTU Celukan Bawang)
Paradoks transisi energi juga terjadi di PLTU Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali yang beroperasi sejak 2015. Keberadaannya memunculkan berbagai
dampak sosial-ekonomi, kesehatan, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar, termasuk gangguan kesehatan dan penurunan mata pencaharian nelayan
akibat pencemaran dan perubahan kondisi laut.

Indeks Kesiapan Transisi Energi Kabupaten Buleleng: 57,2 (Sedang)

Ironisnya, di balik kemajuan sektor pariwisata Bali, masih terdapat 
17 keluarga yang hidup tanpa akses listrik, mencerminkan ketimpangan
akses energi.

Inisiasi energi bersih: 35,6 (Rendah)
Kapasitas ekonomi: 33,4 (Rendah)
Kapasitas pemerintah: 80,6 (Tinggi)

Temuan ini menunjukkan kapasitas pemerintah yang tinggi tidak otomatis
diikuti oleh inisiatif energi bersih dan kekuatan ekonomi, sehingga menciptakan
hambatan struktural dalam transisi energi.



Energi bersih di desa berarti sekolah yang lebih terang, usaha kecil yang lebih
hidup, dan petani yang lebih sejahtera. Inilah wajah transisi energi yang

sesungguhnya



30

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Proyek Pembangkit Gas Fosil dan Ambisi Transisi Energi

Global Energy Monitor (GEM) mencatat terdapat 11 proyek PLTG/PLTGU yang direncanakan hingga 2030 dengan total kapasitas 2,68 GW, setara 12,18% dari
target gas dalam RPP KEN (22 GW pada 2040). Pemerintah mengklaim ekspansi gas sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik domestik dan industri.
Kenaikan harga gas industri dari USD 6 menjadi USD 7/mmbtu juga mengindikasikan prioritas pasokan untuk PLTG PLN (on-grid). Kebijakan ini kontradiktif
dengan komitmen transisi energi, karena memperkuat ketergantungan pada energi fosil.

Ekspansi pembangkit gas fosil dalam skenario 2,68 GW meningkatkan CO₂ hingga 5,97 juta ton per tahun dan Metana (CH₄) yang lebih berbahaya hingga
5.332 ton per tahun, sementara dalam skenario gas fosil 22 GW CO₂ akan mengalami lonjakan hingga 49,02 juta ton per tahun dan Metana (CH₄) hingga
43.768 ton per tahun.

Jakarta Utara memiliki indeks kesiapan transisi energi tinggi (77,1)
Namun, ketergantungan pada pembangkit fosil masih dipertahankan,
padahal kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat
penetrasi energi terbarukan tanpa memperburuk kualitas udara dan
kesehatan masyarakat.

Studi Kasus Jakarta – PLTG Muara Karang

Beroperasi sejak 1978, kapasitas 2.177 MW
Menopang listrik Jakarta, Banten, dan sejumlah gedung-gedung
pemerintahan DPR, MPR, Kementerian, dan Istana Negara

Paradoks Kebijakan
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Potensi Sumber Daya Perairan sebagai Pembangkit Listrik

Meskipun potensi sumber perairan untuk pembangkit listrik di Indonesia meningkat
pada periode 2021–2024, tingkat pemanfaatannya justru mengalami penurunan.
Data Potensi Desa BPS menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan
sumber daya air dan realisasi pemanfaatannya untuk energi.

Jumlah pemanfaatan sumber perairan untuk listrik turun dari 1.272 (2021)
menjadi 1.039 (2024).
Penurunan terutama terjadi pada sumber sungai, irigasi, dan embung.
Di sisi lain, potensi sumber air justru meningkat: Sungai: 66.636 → 67.050 dan
Irigasi: 35.750 → 36.685

Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural, investasi, atau kebijakan
dalam pengembangan energi berbasis air, sekaligus membuka peluang untuk
mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai
sumber energi bersih dan lokal.

Catatan: Data potensi sumber perairan lebih merepresentasikan jumlah sumber air
yang tersedia, bukan langsung menunjukkan kelayakan pembangunan pembangkit.
Pengembangan PLTMH tetap memerlukan kajian teknis, sosial, dan lingkungan,
termasuk debit air, topografi, lokasi, dan kondisi ekologi.
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Potensi Tenaga Surya sebagai Pembangkit Listrik

Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dengan rata-rata
radiasi matahari (GHI) 4,75 kWh/m² per hari dan potensi praktis output
sistem fotovoltaik (PVOUT) sekitar 3,77 kWh/kWp per hari. Penyinaran
matahari relatif merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan potensi yang
lebih tinggi di sebagian Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) memiliki prospek yang sangat menjanjikan, baik pada skala
rumah tangga maupun skala yang lebih besar.

PLTS Atap (rooftop solar PV): mendukung desentralisasi energi serta
diversifikasi sumber listrik pada sektor rumah tangga, komersial, dan
industri.
PLTS Apung (floating solar PV): memanfaatkan permukaan waduk
atau danau sehingga mengurangi kebutuhan lahan dan
meningkatkan efisiensi panel karena suhu operasional lebih rendah.

Pemanfaatan potensi energi surya dapat dilakukan melalui:

Pemanfaatan PLTMH dan PLTS akan lebih optimal apabila dikombinasikan dengan teknologi battery storage sebagai penyimpan cadangan energi.
Penggabungan teknologi ini dapat meningkatkan keandalan dan fleksibilitas sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan, sekaligus memperkuat
kemandirian energi di tingkat daerah.
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Infrastruktur Terbatas : Tantangan Besar Program 100 GW PLTS untuk Desa

Pemerintah merencanakan pembangunan PLTS 100 GW di lebih dari
80 ribu desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program ini diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 1–1,5 hektare
per desa dengan nilai investasi hingga USD 100 miliar.
 
Inisiatif ini berpotensi menjadi dorongan penting bagi percepatan
energi terbarukan di desa, mengingat hingga tahun 2024 baru 5,7%
desa yang memiliki program energi terbarukan, sementara 94,6%
desa masih belum tersentuh program serupa.

Sebaran program energi terbarukan masih timpang:
Jawa Timur: 15,01%
Jawa Tengah: 11,4%
Jawa Barat: 10,52%
Beberapa provinsi luar Jawa seperti Aceh, NTT, dan Sumatera
Selatan mulai berkembang, namun masih perlu peningkatan.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur energi desa masih sangat terbatas.
Data menunjukkan hanya 8,7% desa di Indonesia yang memiliki
infrastruktur energi, sementara 91,3% desa atau sekitar 76.930 desa
masih belum memiliki infrastruktur yang memadai. 

Infrastruktur energi terbarukan juga masih terkonsentrasi di wilayah
Jawa dengan Jawa Timur masih menjadi yang paling signifikan dengan
15,11%, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Peningkatan daya dukung infrastruktur energi terbarukan perlu
ditingkatan di wilayah-wilayah yang masih minimal, terutama fokus di
provinsi-provinsi yang memiliki potensi besar, namun persentase
infrastruktur energi terbarukannya masih rendah.
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Risiko Tata Kelola dan Implementasi Program PLTS 100 GW

Penunjukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pengelola program menimbulkan sejumlah risiko karena kapasitas kelembagaan dan
teknokratisnya masih terbatas.

Alternatif pendekatan:
Pengembangan PLTS atap dan PLTS apung yang lebih fleksibel, minim konflik lahan, dan dapat berbasis rumah tangga atau komunitas.

Risiko tata kelola

Potensi penyalahgunaan dana desa,
korupsi, politisasi, konflik sosial, dan
tumpang tindih dengan BUMDes.

Pendekatan top-down

Berpotensi melanggar prinsip
kesukarelaan koperasi sehingga kesadaran
pengelolaan mandiri masyarakat menjadi
rendah.

Kebutuhan lahan yang besar 

Berpotensi memicu konflik agraria dan
degradasi lingkungan jika partisipasi
masyarakat tidak inklusif.
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Bali memiliki iradiasi surya 1.490–1.776 kWh/m² per tahun, jauh di atas standar kelayakan proyek energi surya di Eropa (±900 kWh/m² per tahun), sehingga
memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS.

Potensi Energi Surya Bali dan Tantangan Implementasi

1.Pergub Bali No. 45/2019 tentang Bali Energi Bersih
2.Pergub Bali No. 48/2019 tentang Kendaraan Listrik Berbasis Baterai
3.SK Gubernur Bali tentang Bangunan Gedung Hijau
4.SE Gubernur Bali tentang Pemanfaatan PLTS Atap
5.Inisiatif Nusa Penida 100% Energi Terbarukan 2030 (Pemprov Bali – IESR)

Dukungan Kebijakan Bali Energi Bersih

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung
transisi energi, antara lain:

Kesenjangan Potensi dan Pemanfaatan Peluang dari Sistem Finansial Lokal

Meskipun potensi dan kebijakan cukup
kuat, pemanfaatan energi surya di tingkat
desa masih belum berkembang
signifikan.

Penggunaan lampu tenaga surya
rumah tangga stagnan (2021–2024)
PJU tenaga surya menurun: 145
desa/kelurahan (2021) → 137
desa/kelurahan (2024)

Desa/kelurahan dengan sistem
finansial lokal meningkat: 588 (2021)
→ 624 (2024)
Menunjukkan adanya modal
kelembagaan untuk pembiayaan
energi komunitas



Transisi energi desa adalah kisah heroik baru: ketika petani, nelayan, dan
perempuan desa menjadi pahlawan hijau yang menyelamatkan negeri
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Apa yang harus dilakukan?



38

Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026

Tahapan Transisi Energi di Desa Berdasarkan “Stages of Innovation”
Penerapan transisi energi berkembang dari tahap awal hingga komersialisasi, sambil melewati dua “lembah kematian” (valley of death). Jika diterapkan pada program
transisi energi di desa, maka setiap tahap dapat dimaknai seperti berikut:
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Matriks Rekomendasi Transisi Energi Berbasis Komunitas


	Desa adalah garis depan transisi energi Indonesia. Kesiapan mereka akan menentukan apakah energi bersih menjadi sekadar slogan, atau jalan menuju kemandirian bangsa
	Temuan Utama
	Ringkasan Eksekutif
	Latar Belakang
	Transisi energi tidak hanya bertujuan menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat. Desa memiliki potensi besar energi terbarukan, namun sering terabaikan dalam kebijakan yang berorientasi pada industri dan kota. Padahal, desa mandiri energi dapat memperluas akses listrik, membuka peluang ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan terhadap krisis energi dan bencana akibat perubahan iklim.
	Berbagai pengalaman di Indonesia menunjukkan potensi sekaligus tantangan tersebut. Program PLTMH di desa-desa Nusa Tenggara sempat meningkatkan produktivitas pertanian dan industri rumah tangga, sementara panel surya komunal di Papua berhasil memperluas akses listrik.
	Namun, banyak inisiatif ini tidak berkelanjutan karena minim dukungan kelembagaan, pendanaan, dan perhatian kebijakan. Tanpa evaluasi total, desa akhirnya hanya dijadikan lokasi proyek percontohan, bukan subjek utama dalam agenda energi bersih.
	Desa adalah garda depan transisi energi, dimana masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Kalau desa punya kemampuan mengelola transisi energi yang berkeadilan, maka keadilan ekonomi bisa diciptakan. 

	Relevansi Indeks Kesiapan Transisi Energi di Indonesia
	Indeks Kesiapan Transisi Energi 2026 mengulas beragam aspek untuk melihat sejauh mana progres transisi energi di Indonesia telah diterapkan di level desa.
	Kesiapan transisi energi desa diukur melalui tiga aspek utama yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan, menggunakan data PODES 2021 & 2024.
	Metodologi: Indeks disusun dengan Polychoric PCA agar sesuai dengan karakter data ordinal survei desa, sehingga hasilnya lebih representatif dan robust.
	Tujuan Analisis: Indeks ini memetakan dan membandingkan kesiapan transisi energi antarwilayah dan antarwaktu (2021–2024) untuk mengidentifikasi dinamika dan kesenjangan kesiapan transisi energi di Indonesia.

	Gambaran Umum Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
	Secara nasional, Indeks Energy Transition Readiness (ETRI) menunjukkan arah yang cukup beragam antara 2021–2024. Beberapa provinsi mencatat kemajuan signifikan, sementara sebagian besar lainnya justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa kesiapan desa dalam mendorong energi bersih tidak merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan akses infrastruktur energi.

	Analisis 2024
	Barat
	Tengah
	Timur

	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
	Inisiasi Energi Bersih Desa dan Kelurahan
	Analisis perkembangan Clean Energy Initiatives Index (CEI) dari 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya dinamika signifikan antarprovinsi. Secara umum, semakin tinggi nilai indeks maka semakin kuat inisiatif desa dalam mengembangkan energi bersih.
	Sebagian besar provinsi yang pada 2021 memiliki skor di kisaran 35–45 poin justru mengalami penurunan ke kisaran 25–33 poin pada 2024.
	Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan
	DKI Jakarta (84,63) menjadi yang tertinggi melalui pemanfaatan PLTS rumah tangga, listrik untuk memasak, dan penerangan tenaga surya. Papua, Papua Tengah, dan Kalimantan Barat, yang didorong oleh program elektrifikasi berbasis surya dan penguatan proyek PLTS.

	Penurunan signifikan terjadi di banyak provinsi besar
	Jawa Barat (45,29 → 31,0), Jawa Timur (43,5 → 33,3), dan DI Yogyakarta (57,71 → 43,3), serta sejumlah provinsi di Sumatera dan Sulawesi.


	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
	Indikator Inisiasi Energi Bersih
	Pemanfaatan energi surya dan listrik di desa menunjukkan paradoks: sektor publik (penerangan jalan dan elektrifikasi) tumbuh pesat, tetapi adopsi energi bersih di rumah tangga dan biogas justru menurun sehingga transisi masih bertumpu pada energi fosil. Pada saat yang sama, penurunan kelas elektronika dan komputer berisiko menciptakan kesenjangan keterampilan yang melemahkan kesiapan desa dalam mendukung transisi energi.

	Pengembangan Energi Terbarukan di Desa Berjalan Lambat
	Perkembangan pembangkit listrik di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan energi terbarukan masih relatif lambat dibandingkan pembangkit berbasis BBM dan gas sepanjang 2020–2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses transisi energi di Indonesia belum berjalan optimal.
	Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan investasi, di mana transisi energi membutuhkan sekitar US$235 miliar (Rp3.700 triliun) untuk mendukung proyek energi bersih dan penurunan emisi karbon.
	Ketidakpastian regulasi serta penurunan target bauran energi terbarukan nasional dari 23% menjadi 17–20% pada 2025 juga turut menurunkan minat investor.
	Beberapa pemerintah daerah mulai menunjukkan komitmen mendorong energi terbarukan. Jawa Barat, misalnya, menargetkan bauran energi primer mencapai 70,29% pada 2050 dan menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi. Namun, upaya ini berpotensi kurang efektif selama subsidi energi fosil masih jauh lebih besar dibanding dukungan terhadap energi terbarukan. Kondisi tersebut menciptakan distorsi harga energi dan melemahkan daya saing energi bersih, sehingga reformasi subsidi dan pengalihan insentif ke sektor energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mempercepat transisi energi.

	Ketahanan Ekonomi Desa dan Kelurahan
	Perkembangan 2021–2024 menunjukkan tren beragam antarprovinsi
	DI Yogyakarta mengalami peningkatan tertinggi (55,9 → 72,2), diikuti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB melalui penguatan UMKM, pariwisata desa, dan digitalisasi ekonomi.

	Ketimpangan wilayah masih terlihat
	Provinsi di kawasan timur Indonesia dan daerah pemekaran Papua masih memiliki ketahanan ekonomi desa yang relatif rendah, meskipun Papua Tengah menunjukkan perkembangan awal yang positif.
	Beberapa daerah stagnan atau menurun, seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Barat, serta penurunan tajam di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang diduga terkait perubahan struktur ekonomi dan pembangunan IKN.
	Desa yang memiliki sumber energi terbarukan lebih tangguh menghadapi gangguan listrik saat bencana dibanding desa yang hanya bergantung pada jaringan PLN.

	Ketahanan ekonomi berperan penting dalam keberhasilan transisi energi.

	Desa Keliki: Inspirasi Swasembada Energi dan Pertanian Berkelanjutan
	Desa Keliki di Kabupaten Gianyar menjadi contoh praktik transisi energi terbarukan di tingkat desa melalui kerja sama dengan Program Desa Energi Berdikari Pertamina.
	Energi Surya Desa
	Terdapat 8 titik solar photovoltaic (PV) berkapasitas 28 kWp yang mendukung kebutuhan energi sekitar 1.200 kepala keluarga dan mampu menurunkan emisi hingga 37.750 kg CO₂ per tahun.

	Pemanfaatan untuk Ekonomi Desa
	Energi surya dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, eco-village, dan kegiatan agrikultur berbasis energi terbarukan.

	Pengolahan Sampah dan Pertanian Berkelanjutan
	Melalui TPS3R, desa mampu mengolah 3–4 ton sampah per minggu menjadi kompos, serta menggunakan pompa air tenaga surya untuk irigasi yang meningkatkan hasil padi hingga 8 ton per hektar.

	BUMDes berperan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan UMKM berbasis daur ulang, menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mempercepat transisi energi desa.
	Peran BUMDes dan Kolaborasi

	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
	Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
	Provinsi dengan peningkatan signifikan:
	Aceh: 74,6 → 89,0
	Riau: 54,0 → 87,0
	Gorontalo: 65,3 → 85,3
	Bali: 50,3 → 81,3
	DKI Jakarta: 60,0 → 79,3
	didukung pengawasan desa, digitalisasi administrasi, dan penguatan BUMDes

	Provinsi relatif stabil:
	Provinsi dengan kapasitas rendah:
	DI Yogyakarta: 72,5 → 72,4
	Jawa Tengah: 76,6 → 83,4
	Jawa Timur: 68,2 → 83,2
	tata kelola desa sudah relatif mapan
	Papua Tengah: 5,8 (terendah nasional)
	Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya: 57–60
	Maluku (66,0) dan Maluku Utara (63,1)


	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026
	Faktor Kunci Kapasitas Pemerintah Desa dalam Transisi Energi: Studi Kasus Aceh dan Papua
	Aceh
	Papua
	Provinsi Aceh mendapat indeks tertinggi yaitu 89 pada tahun 2024, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi yang masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dalam kapasitas pemerintah.
	Capaian Aceh didukung oleh ketersediaan sistem finansial desa/lokal yang memadai,  tercermin dari 92,8% desa di Provinsi Aceh yang telah memperbarui sistem finansial mereka.
	Selain itu, dibandingkan dengan daerah lain, Provinsi Aceh memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah. Data menunjukkan bahwa hanya 4 dari 6.516 desa (0,06%) di Aceh terdapat tindakan korupsi.
	Alasan rendahnya indeks kapasitas pemerintah di Papua adalah belum tersedianya sistem finansial desa/lokal dan tingginya tingkat korupsi. Misalnya di Papua Tengah, 83% desa yang tidak memiliki sistem finansial dan 8% lainnya memiliki sistem finansial yang tidak diperbarui.
	Tingkat korupsi tertinggi ditemukan di Provinsi Papua Tengah, dengan 51 dari 1.157 desa (4,22%) terdapat tindakan korupsi.
	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026


	Membaca Pola Sebaran dalam Transisi Energi
	Berdasarkan Gambar 14, provinsi dengan Indeks Kesiapan Transisi Energi yang lebih tinggi cenderung memiliki porsi sumber pendapatan dari sektor post-industrial yang lebih besar.
	Secara deskriptif, pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi ke sektor pengetahuan dan jasa bernilai tambah tinggi umumnya berada pada kelompok dengan kesiapan transisi energi yang lebih baik.
	Karakteristik struktur ekonomi tersebut juga sejalan dengan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi yang relatif lebih tinggi, yang tercermin dalam posisi capaian provinsi pada kedua indikator tersebut
	Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026


	a.
	Pola Sebaran Ketahanan Ekonomi dengan Inisiasi Energi Bersih
	Secara visual, terlihat kecenderungan searah antara kedua indikator tersebut, di mana provinsi dengan skor ketahanan ekonomi lebih tinggi umumnya juga memiliki skor inisiasi energi bersih yang lebih tinggi. Namun, analisis ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal.
	Sebagai ilustrasi, DKI Jakarta berada pada posisi dengan skor tertinggi baik pada indeks ketahanan ekonomi maupun indeks inisiasi energi bersih.
	Capaian ini mencerminkan transformasi struktur ekonomi, dari yang sebelumnya lebih bertumpu pada sektor primer menuju dominasi sektor industri dan jasa. Data BPS yang diolah menunjukkan bahwa sekitar 98% sumber pendapatan masyarakat DKI Jakarta berasal dari kegiatan perdagangan, industri, dan jasa. Selain itu, seluruh keluarga di 267 kelurahan di DKI Jakarta telah memiliki akses listrik.
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	b.
	Pola Sebaran Kapasitas Pemerintah dengan Ketahanan Ekonomi
	Pola sebaran capaian provinsi pada indeks kapasitas pemerintah dan indeks ketahanan ekonomi. Secara visual, terlihat kecenderungan searah, di mana provinsi dengan skor kapasitas pemerintah yang lebih tinggi umumnya juga memiliki skor ketahanan ekonomi yang lebih baik.
	Pola ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas institusional yang lebih kuat cenderung berada pada kelompok dengan ketahanan ekonomi yang lebih tinggi.

	c.
	Pola Sebaran Kapasitas Pemerintah dengan Inisiasi Energi Bersih
	Pola sebaran capaian provinsi pada indeks kapasitas pemerintah dan indeks inisiasi energi bersih. Secara visual, terlihat kecenderungan yang tidak searah, di mana provinsi dengan skor kapasitas pemerintah yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh skor inisiasi energi bersih yang lebih tinggi.
	Pola sebaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan prioritas kebijakan, di mana kapasitas institusional yang tinggi tidak otomatis tercermin dalam capaian inisiasi energi bersih.

	Bauran Energi
	Kapasitas Nyata Pembangkit Listrik
	Struktur kapasitas nyata pembangkit listrik Indonesia sepanjang 2020–2024 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam arah transisi energi, dengan dominasi pembangkit fosil dan kontribusi energi terbarukan yang stagnan.
	Porsi batubara yang hanya turun tipis dari 44,1% menjadi 42,7% dalam lima tahun, sementara kapasitas pembangkit berbahan bakar BBM dan gas justru meningkat dari 45,1% pada 2020 menjadi 47,2% pada 2024.
	Kapasitas energi terbarukan tetap berada di kisaran 10% tanpa pertumbuhan berarti. Pola ini menegaskan bahwa tidak terjadi pergeseran struktural dalam bauran kapasitas pembangkit, dan bahwa ekspansi kapasitas baru masih didominasi teknologi berbasis fosil, bukan energi bersih.
	Dalam rencana bauran energi 2025 yang masih menempatkan batubara sebagai sumber listrik utama dengan porsi yang sangat tinggi yaitu sebesar 66,4% (lihat Gambar 17.a). Hal ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi dalam jangka pendek belum berjalan secara substantif.
	Meskipun proyeksi bauran energi 2034 memperlihatkan peningkatan peran energi baru terbarukan (EBT), batubara tetap mempertahankan posisi dominan dengan porsi mencapai 47,1% (lihat Gambar 17.b), sehingga ketergantungan terhadap energi fosil masih akan berlanjut dalam jangka menengah. 
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